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ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang bahwa dalam hukum
kewarisan Islam Allah telah memberikan ketentuan yang telah diatur
dalam nas-nas secara terperinci, apabila terdapat suatu masalah yang tidak
diatur dalam nash maka diperlukan adanya suatu ijtihad. Salah satu
persoalan yang muncul dalam hukum kewarisan yaitu kedudukan seorang
anak dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris,
dalam menyikapi persoalan ini para ulama’ memberikan pendapat yang
berbeda-beda. Di Indonesia memberikan solusi dengan adanya lembaga
penggantian seperti yang telah diatur dalam Pasal 185 KHI. Pengadilan
Agama sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk memutus
persoalan bagi orang Islam salah satunya adalah mengenai kewarisan
memiliki pedoman berupa nash dan juga hukum tertulis salah satunya
adalah KHI, untuk itu pendapat para hakim di Pengadilan Agama sangat
urgen dalam menafsirkan isi dari Pasal 185 ini karena sifathya masih
umum sehingga tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui
pendapat para hakim mengenai siapa saja ahli waris yang dimaksud Pasal
185 KHI ayat (1) tersebut. 2). Untuk mengetahui pendapat para hakim
dalam menentukan bagian ahli waris pengganti yang dimaksud dalam
Pasal 185 ayat (2) agar tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat
dengan yang digantikan. 3) untuk mengetahui bagaimana pandangan
hukum Islam terhadap pendapat para hakim mengenai Pasal 185 KHI
tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)
dengan didukung data sekunder berupa dokumen-dokumen. Maka metode
untuk menganalisis data adalah metode deskriptif-analitik. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis.

Hasil penelitian ini adalah 1). pendapat hakim secara keseluruhan
yaitu 5 hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama
Wonosari menafsirkan Pasal 185 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan
ahli waris pengganti hanya terbatas pada cucu derajat kesatu. 2). 5 hakim
Pengadilan Agama Sleman dan 4 hakim Pengadilan Agama Wonosari
berpendapat memberikan jalan keluar bagian ahli waris pengganti harus
dibagi sama diantara ahli waris pengganti dan ahli waris yang sederajat,
kemudian 1 hakim di Pengadilan Agama Wonosari berpendapat bahwa
bagian yang diterima bisa juga kurang dari ahli waris yang sederajat
selama itu dipandang adil oleh hakim.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.
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wawu W

ha’ ha

hamzah apostrof
ya’ ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Ditulis
Ditulis
C. Ta’ marbQtah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
Ditulis
Ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis h.

ditulis

!
E

3. Bila ta’ marbtatah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

atau h.

ditulis

D. Vokal pendek

vii



u

yazhabu

dammah

E. Vokal panjang

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

F. Vokal rangkap

ditulis
ditulis
ditulis

ditulis

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

ditulis
ditulis
ditulis

H. Kata sandang alif + lam

6‘1”

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf
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ol A ditulis Al-Qur’ an
ksl ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah
yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

Cadf ditulis

claudl ditulis ! As-Sama’
Asy-Syams

. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

2 Al g g3 ditulis Zawi al-furiid
A Jai ditulis Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transeleterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit,
seperti judul buku al-Hijab

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang
menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko

Hidayah, Mizan.



Karya tulis ini ku persembahkan untuk:

“keluarga terbaik kv, khususnya kedua orang tua ku juga kakak dan

adik ku yang tersayang semoga kita selalu dalam lindungan Allah
SwT”

‘Sahabat-sahabat terbaik ku, Rhususnya keluargna besar AS 2011
yang telah welewati waktu bersama-sama  menjalant proses
Rehidupan dan kellmuan di kampus tercinta”

“ Para pejuang Hukum Islam yang telah menyelami lautan
keilmuan yang tak ternilai dalamnya”



MOTTO

Crinicad Al 5 37 AL

“hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada
Engkaulah Kami meminta pertolongan”

“TIADA SUATU YANG BESAR TANPA PERJUANGAN YANG HEBAT”



KATA PENGANTAR
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Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam Dzat yang Maha
Mengetahui dan Maha Menguasai segalanya. Tiada suatu yang mampu
melakukan sesuatu kecuali atas izin dari-Nya. begitu pula penyusunan
karya tulis ini tidaklah akan selesai dan berjalan lancar kecuali atas izin
dari-Nya.

Dengan selesainya penyusunan karya tulis ini, penyusun sangat
bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran hingga
akhir meskipun masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dari
penulisan maupun isinya. Juga tak lupa penyusun ingin menyampaikan
rasa terimakasih dari hati yang dalam kepada para pihak yang selalu
memberikan  dukungan  materiil  maupun  non-materiil  hingga
terselesaikannya karya tulis ini, untuk itu penyusun ingin menyampaikan
terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan.,MA.,M.Phil.,Ph.D., selaku Dekan
Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta staff yang sangat berperan dalam

proses perkembangan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang selalu
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mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
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penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala ilmu beliau
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merahmati beliau di dunia hingga di akhirat kelak.

Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib., M.A. Selaku ketua Jurusan Al-
Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Bapak Dr. Malik Madany, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik
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penyusun di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah
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merahmati kehidupannya di dunia dan akhirat kelak.
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kepada penulis, untuk Novi, Liza, Dewi, Nola, Ayu, Imel, Yeni, dan
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lsis
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masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan terimakasih telah
menemani proses perjalanan penyusunan skripsi ini semoga Allah
membalas kebaikan kalian semua.

Keluarga besar AS 2011 yang telah bersama-sama meniti perjalanan
ilmu dan berbagi suka duka dalam waktu yang tidak sebentar ini,
semoga kita semua dapat mencapai masa depan yang cerah dan
berguna bagi Indonesia.

Para Guru Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Aziziyyah Jombang,
Darul Ulum Jombang dan juga Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang
telah membekali ilmu dan selalu mendo’akan yang terbaik bagi murid-
muridnya.

Keluarga besar Asrama Annisa Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang
telah memberi warna dalam hari-hari penyusun selama ini.
Sahabat-sahabat KKN Gatak | Selomartani yang telah menjadi
keluarga baru yang sudah memberikan dukungan selama ini.

Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas
segala kebaikan dan doa bagi penyusun semoga segala kebaikan
dibalas oleh Allah dengan nikmat yang tak ternilai.Aamiin

Demikian penyusun haturkan semoga dengan adanya karya tulis ini

bisa bermanfaat bagi para akademisi khususnya bagi kalangan mahasiswa,

para pakar hukum Islam dan juga berguna bagi masyarakat luas pada

umumnya. Karya tulis ini bukanlah merupakan karya yang sempurna,

maka dari itu penyusun sangat mengharapkan adanya saran, masukan,
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, hukum kewarisan menduduki posisi yang
penting. Allah telah menurunkan dalam ayat al-Qur’an yang mengatur
ketentuan mengenai kewarisan secara jelas dan rinci. Hal ini dapat dimengerti
sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setip orang. Selain itu, hukum
waris juga langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan
ketentuan yang pasti akan mudah menimbulkan sengketa di antara para ahli

warisnya.'

Di dalam aturan hukum kewarisan Islam, Allah telah mengatur dalam
firman-Nya antara lain yaitu surat An-Nisa’ ayat 11,12, dan 176. Melalui
ketiga ayat tersebut Allah SWT telah menegaskan dan merinci bagian setiap
ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Begitu pula dengan aturan
mengenai syarat-syarat dan juga keadaan seseorang yang memiliki hak
mendapatkan maupun tidak mendapatkan harta warisan. Meskipun al-Qur’an
dan Sunnah Rasul telah memberi ketentuan terperinci mengenai ahli waris dan

pembagian harta waris, namun dalam beberapa hal masih diperlukan adanya

! Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Edisi Revisi (Yogyakarta: Ull Press.,
2001), him 3.



suatu ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-

Qur’an atau Sunnah Rasul.?

Bertalian dengan pembahasan hukum waris Nabi SAW
memerintahkan untuk mempelajari ilmu faraid dan juga mengajarkannya
kepada sesama manusia karena ilmu ini sering terlupakan dan akan dilupakan.
Oleh karena ada perintah khusus itulah maka para ulama menjadikannya
sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri, yaitu disebut ilmu faraid.
Hadis yang menerangkan perintah tersebut yaitu, dari Abu Hurairah, bahwa

Nabi SAW bersabda:

il g 3ule Jsl g5 iy 4l 5 alall Ciai 431 o gale g (il jall | galed
v(é&‘j@kﬁ)\ﬂ\}buw‘b‘j‘))

Bagi setiap pribadi muslim merupakan kewajiban untuk melaksanakan
kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh
peraturan-peraturan yang jelas (nas-nas yang sarih). Di dalam nas-nas
tersebut telah dijelaskan berbagai persoalan bagi manusia untuk ditaati dan
dijadikan petunjuk dalam hidup mereka. Begitu pula kewajiban melaksanakan

pembagian harta warisan yang telah dijelaskan di dalam firman Allah SWT:

Dl el g led cpals Hled) Lgtiad (e (g pad i Ay Al g 5 A g (g0

2 1bid.,hIm. 9.

3 Abu Abdullah Ibn Majah, Sunan lbnu Majah, (Beirut, Libanon: Darul al-Kotob,
2009), 11: 322.



fanlaal)
Selain aturan nas yang menjelaskan kewajiban untuk mentaati
perintah-Nya, Allah SWT juga menegaskan siksa yang akan diberikan bagi

umat manusia yang mendurhakai atau tidak mentaati ketentuan Allah yang

telah ditetapkan dalam nas-nas yang sarih.

Sebagaimana dalam firman Allah:
"Cpe e Al g Lgod A ) U AdAy 03 g ey A gau g A ey (4 9

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalamnas-nas yang
menjelaskan mengenai kewarisaan, adakalanya suatu persoalan itu masih
perlu diijtihadkan oleh para mujtahid karena tidak ada nas yang jelas
menerangkan persoalan tersebut begitu pula dalam memahami ayat-ayat dan
hadis kewarisan terkadang terdapat perbedaan pendapat dikalangan para

ulama’ dalam memahami suatu persoalan.

Salah satu persoalan hukum kewarisan tersebut adalah apabila pewaris
mempunyai anak laki-laki dan mempunyai cucu dari anak yang telah
meninggal terlebih dahulu, maka dalam memahami kedudukan cucu dari anak
yang telah meninggal tersebut terjadi perbedaan di antara para ulama’ dan

Negara lain. Sebagian ulama’ terutama dari kalangan Malikiyah, Syafi’iyah

* An-Nisa’ (4):13.

*Ibid.,(4):14.



dan Hanabilah memahami hukum kewarisan Islam sebagai hukum yang sudah
final, rigid, dan pasti, sehingga tidak mungkin diberi tafsiran atau makna lain
selain yang tersebut secara eksplisit dalam teks al-Qur’an dan Hadis. Dalam
memahami kedudukan cucu tersebut maka ulama sunni berpendapat bahwa
cucu atau garis turun ke bawah telah lama diinterpretasikan para ahli hukum
Islam klasik dalam pengertian “walad” adalah anak laki-laki dan perempuan
dan anak turun mereka ketika mereka meninggal dunia. Sedangkan cucu laki-
laki dan perempuan dari garis perempuan tidak memperoleh hak kewarisan.
Para ahli hukum Islam klasik khususnya mazhab sunni memasukkan mereka
pada golongan zawul arham, maka bagian harta warisan hanya pada cucu dari

garis laki-laki.

Berbeda dengan pendapat ulama’ sunni, Hazairin memberikan sebuah
pemikiran baru bahwa cucu juga berhak mendapatkan harta warisan karena
cucu berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari ahli waris yang telah
meninggal terlebih dahulu. Alasan Hazairin dalam menafsirkan adanya
penggantian tempat dan bagian ahli waris pengganti merujuk pada surat An-
Nisa’ ayat 33, Hazairin menerangkan ayat tersebut bahwa Allah mengadakan
mawali untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat
serta pihak allazina ‘aqadat aymanukum, dan berikanlah kepada mawali itu
hak yang menjadi bagiannya. Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena

diiringkan dengan kata walidan dan agrabin yang menjadi pewaris. Apabila



yang menjadi pewaris adalah orang tua, maka ahli waris adalah anak dan atau
mawali anak. Apabila anak masih hidup maka mereka yang berhak
menerimanya, sebaliknya apabila anaknya tidak ada lagi maka cucu
merupakan mawali dari kakek, sehingga ia dapat menempati posisi dan bagian
ayah atau ibu untuk menerima harta warisan dari kakeknya yang meninggal

dunia.®

Terhadap kasus sebagaimana disebutkan di atasdi negara-negara yang
berpendudukan mayoritas muslim seperti negara Mesir memberikan solusi
berbeda, yaitu dengan memberlakukan adanya lembaga al-wasiyyah al-
wajibah. Undang-Undang Wasiat Wajibah Nomor 71 Tahun 1356 H/1946 M
mengatur bagian cucu yang orangtuanya lebih dahulu meninggal dari kakek

atau neneknya sebagai berikut:

1. Apabila pewaris tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-
lakinya yang telah meninggal lebih dahulu, atau meninggal secara
bersamaan, maka cucu dari anak laki-laki tersebut wajib mendapat wasiat
wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian anak laki-laki pewaris
tersebut, tetapi tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan, dengan syarat cucu

tersebut bukan ahli waris dan belum ada bagian untuknya melalui jalan

® Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an dan Hadits, (Jakarta:
Tintamas, 1961), him. 28.



lain (hibah). Bila hibah tersebut lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah,
maka harus ditambahkan kekurangannya.

. Wasiat demikian diberikan kepada golongan tingkat pertama dari anak
laki-laki, dari anak perempuan, dan kepada anak laki-laki dari anak laki-
laki dari garis laki-laki dan seterusnya ke bawah; dengan syarat setiap
orang tua menghijab anaknya.

. Apabila pewaris mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dengan
wasiat yang melebihi bagiannya, maka kelebihan wasiat itu merupakan
wasiat ikhtiyarah. Dan bila dia mewasiatkan kepadanya dengan wasiat
yang kurang dari bagiannya, maka wajib disempurnakannya. Bila dia
mewasiatkan kepada sebagian orang yang wajib diwasiati dan tidak
kepada sebagian yang lain, maka orang yang tidak mendapatkan wasiat itu
wajib diberi kadar bagiannya. Orang yang tidak diberi wasiat wajibah
dikurangi bagiannya dan dipenuhi bagian yang mendapat wasiat yang
kurang dari apa yang diwajibkan, dari sisanya 1/3. Bila hartanya kurang,
maka diambilkan dari bagian orang yang tidak mendapat wasiat wajibah
dan dari orang yang mendapat wasiat ikhtiyarah;

. Wasiat wajibah itu didahulukan atas wasiat-wasiat yang lain. Bila pewaris
tidak mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dan dia
mewasiatkan kepada orang lain, maka orang yang wajib diberikan wasiat

wajibah tersebut adalah mengambil kadar bagianya dari 1/3 harta warisan



bila sisa itu cukup, bila tidak maka dari 1/3 dan dari bagian yang

diwasiatkan bukan dengan wasiat wajibah.’

Di sisi lain membahas pandangan ulama’ dan negara lain mengenai
kedudukan cucu tersebut, di Indonesia sendiri memberikan jalan keluar yaitu
dengan adanya ahli waris pengganti, cucu dari anak yang telah meninggal
terlebih dahulu menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal.
Di mana hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang terdiri

dari ayat (1) dan (2).

Dalam berbagai persoalan hukum tidak jarang pemikiran ataupun
pendapat para ulama’ maupun hakim dalam Peradilan Agama menimbulkan
perbedaan ataupun perselisihan dalam memandang sebuah kasus kewarisan
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Upaya menengahi perbedaan itu
maka muncullah gagasan untuk membentuk Kompilasi Hukum Islam yang
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijadikan sebagai
pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, dan
perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk
menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam tersebut melalui pelaksanaan hukum dan keadilan dalam proses

perkara, dengan kata lain Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk

’Al-Sayyid Sabiqg, Figh al-Sunnah, (Beirut Libanon: Dar al-Fiqri.1392 H), Juz:lll,
h.1024.Terjemah: Drs. Mudzakir A.S. Fikih Sunnah 14. (Bandung: PT Alma’arif, 1987), cet.
Pertama, him.316-317



menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku

bagi masyarakat Islam Indonesia.?

Salah satu persoalan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam
adalah mengenai ahli waris pengganti yang terdapat dalam Pasal 185 KHlI,
dalam ayat (1) disebutkan bahwasannya yang dapat menjadi ahli waris
pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu kecuali
mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Pasal mengenai ahli waris pengganti
ini banyak menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam
yang menolak adanya sistem penggantian karena dalam hukum Islam tidak
dikenal adanya ahli waris pengganti dan dianggap meniadakan salah satu asas

dalam hukum kewarisan Islam yaitu asas ijbari.

Di dalam salah satu sumber hukum materiil di Indonesia yaitu
KUHPerdata, juga dijelaskan sistem penggantian yang terbagi menjadi tiga
macam yaitu penggantian ke bawah, ke samping dan ke samping
menyimpang, apabila adanya Pasal 185 KHI ini merupakan adopsi dari
hukum Barat maupun hukum Adat yang memberlakukan penggantian bagi
keturunan dan seterusnya ke bawah tanpa batas, maka siapakah yang

dimaksud sebagai ahli waris yang menggantikan posisi orangtua mereka,

® Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008), him. 2.



apakah hanya sebatas keturunan ke bawah berderajat satu saja atau seterusnya
tanpa batas atau berlaku juga menyamping dan keturunan seterusnya?

Pasal 185 KHI ayat (2) disebutkan bahwasannya bagian ahli waris
pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang
digantikan, artinya apabila saudara dari orang yang digantikan itu adalah laki-
laki maka mereka mendapat bagian yang sama, namun apabila saudara dari
orang yang digantikan adalah seorang perempua maka berapakah bagian ahli
waris pengganti agar bagian yang ia terima dari bagian orang yang digantikan
tidak melebihi ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan apabila
menggunakan perbandingan 2:1 seperti yang terdapat dalam QS An-Nisa’

(4):11?

Dalam penjelasan umum KHI tidak dijelasan mengenai Pasal 185 KHI
ini secara rinci, sehingga perlu kiranya untuk memperjelas bagaimana maksud
dari pasal yang sifatnya masih kabur tersebut. Apabila terdapat kasus
kewarisan menyangkut ahli waris pengganti diajukan ke Pengadilan Agama,
maka yang memiliki wewenang sebagai pemutus perkara hukum atau
melakukan ijtihad dalam Pengadilan Agama adalah para hakim yang memiliki
kompetensi di bidang tersebut. Untuk mengetahui bagaimana alasan para
hakim dalam menyelesaikan maupun menafsirkan pasal ini maka penyusun
ingin melakukan studi lapangan terhadap pendapat para hakim di lingkungan

Pengadilan Agama.
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Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat lima Pengadilan Agama,
yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan
Agama Sleman, Pengadilan Agama Wonosari, dan Pengadilan Agama Wates.
Dari seluruh Pengadilan Agama yang ada memiliki kewenangan relatif
masing-masing. Dalam rangka untuk mengetahui pendapat para hakim
mengenai ahli waris pengganti dan bagiannya maka penyusun melakukan
penelitian lebih lanjut dengan melakukan wawancara terhadap hakim yang
berada di lingkungan Pengadilan Agama Sleman dan juga Pengadilan Agama

Wonosari.

Dipilihnya Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama
Wonosari sebagai objek penelitian ini karena alasan letak geografis
Pengadilan Agama dan juga wilayah yurisdiksinya. Kabupaten Sleman
memiliki wilayah yurisdiksi yang luas dan berada dekat dengan pusat kota
yang terdiri dari masyarakat yang beragam dengan masalah yang bermacam-
macam pula, untuk itu penyusun mengadakan penelitian lebih lanjut pada
Pengadilan Agama Sleman untuk mengetahui bagaimana pendapat yang
diberikan para hakim dalam menghadapi perkembangan masalah berdasarkan
kewenangan hakim melakukan ijtihad dan juga disesuaikan dengan keadaan

masyarakat yang ada.

Sedangkan dipilihnya Pengadilan Agama Wonosari karena Pengadilan

Agama Wonosari memiliki wilayah yurisdiksi yang cukup luas dan berada di
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pinggir pusat kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk tidak begitu padat,
untuk itu penyusun mengadakan penelitian lebih lanjut di Pengadilan Agama
Wonosari untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim dengan melakukan
ijtihad atau penafsiran Pasal 185 KHI bila disesuaikan dengan kondisi dan
keadaan masyarakat yang cenderung homogen dan biasa memutuskan

sengketa atau permasalahan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah.

. Pokok Masalah
Melihat dari latar belakang permasalahan di atas, kiranya dapat
disimpulkan pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Siapa ahli waris pengganti yang dimaksud dalam Pasal 185 KHI menurut
para hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari
dan apa alasannya?

2. Berapa bagian ahli waris pengganti yang dimaksud dalam Pasal 185 KHI
menurut para hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama
Wonosari dan apa alasannya?

3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat para hakim
Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari mengenai

Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti dan bagiannya?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah
yang telah dideskripsikan di atas, maka tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan atau pendapat para hakim di
Pengadilan Agama Sleman dan Wonosari dalam menafsirkan siapa saja
yang dimaksud sebagai ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI
tersebut.

2. Untuk menjelaskan pendapat para hakim di Pengadilan Agama Sleman
dan Pengadilan Agama Wonosari dalam menentukan bagian ahli waris
pengganti dalam Pasal 185 KHI.

3. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap pendapat para
hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari

mengenai Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti dan bagiannya.

Setelah memperhatikan semua permasalahan di atas, maka
kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan,

khususnya yang berkaitan dengan permasalahan ahli waris pengganti

yang terdapat dalam Pasal 185 KHI.
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2. Dengan penelitian ini diharapkan bagi penyusun dan masyarakat luas
untuk menembah wawasan dan pengetahuan dalam menyelesaikan

persoalan ahli waris pengganti yang terdapat dalam Pasal 185 KHI.

D. Telaah Pustaka
Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia yang cukup dinamis,
problematika dalam  masyarakat semakin  bermacam-macam dan
membutuhkan suatu solusi yang dapat dilakukan dengan jalan ijtihadiyah.
Begitu pula dalam permasalahan hukum kewarisan yang ada dalam hukum
Islam di Indonesia, salah satu dari permasalahan ini berkaitan dengan ahli
waris pengganti yang merupakan suatu pemikiran dari adanya perubahan-

perubahan yang ada dalam aturan baku hukum kewarisan.

Masalah ahli waris pengganti sudah banyak dibahas dalam bermacam-
macam literatur, seperti buku-buku, jurnal, skripsi dan yang lainnya. Dalam
buku yang berjudul Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan
Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Figh Madzhab, Al-Yasa Abu
Bakar sedikit banyak membahas ahli waris pengganti dengan mengaitkannya

dengan pemikiran Hazairin mengenai bagaimana pandangannya tentang ahli
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waris pengganti.® Perbedaannya dengan penelitian yang penyusun lakukan
bahwapenyusunmelihat sudut pandang mengenai penafsiransiapa ahli waris
pengganti dan berapa bagiannya yang terdapat dalam formulasi Pasal 185
KHI menurut pendapathakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan

Agama Wonosari.

Selain itu Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dalam disertasinya
“Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” beliau juga
menjelaskan di dalamnya mengenai teori hukum kewarisan Islam mengenai
ahli waris pengganti, tahapan formulasi hukum kewarisan Islam mengenai
ahli waris pengganti dalam KHI, dasar pertimbangan hukum kewarisan Islam
dalam KHI, tinjauan teori-teori hukum terhadap pasal-pasal dalam KHI
mengenai ahli waris pengganti dan juga implikasi hukum putusan sebagian
hakim di Peradilan Agama mengenai peralihan sebagian hak waris kepada
ahli waris pengganti terhadap penegakan hukum Islam di masyarakat.™
Perbedaannya dengan penelitian yang penyusun lakukan ialah disertasi di atas
menitikberatkan pada rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam ditinjau dari
beberapa segi dan teori yang dianggap ahli waris pengganti merupakan salah

satu hukum yang telah menyalahi aturan hukum Islam, sedangkan penelitian

% Al-Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap
Penalaran Hazairin dan Penalaran Figh Madzhab (Jakarta: IN1S,1993), him 5.

% Habiburrahman, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia “disertasi
doktor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ( 2011), him. 61.
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yang penyusun lakukan hanya sebatas kelanjutan dari pembahasan Pasal 185
KHI khususnya mengenai ahli waris pengganti ditinjau menurut pendapat

para hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari.

Prof. Ratno Lukito juga membahas dalam bukunya yang berjudul
Pergumulan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat di Indonesia mengulas
mengenai pengaruh hukum Adat terhadap adanya ahli waris pengganti.'*
Perbedaannya dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu penyusun
menitikberatkan pada penafsiran dari Pasal 185 KHI dilihat dari segi pandang
para hakim Pengadilan Agama dan hanya membahas sekilas mengenai

pengaruh hukum Adat terhadap pembentukan Pasal 185 KHI ini.

Secara singkat Ahmad Rofig juga membahas berkaitan ahli waris
pengganti dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam di Indonesia serta
Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, dalam bukunya ahli waris
pengganti dijelaskan sebagai suatu pembaruan yang muncul dalam hukum
Islam yang berkembang di Indonesia.*? Perbedaannya dari yang penyusun
teliti yaitu dalam Pasal 185 KHI ahli waris pengganti merupakan suatu hukum

baru yang masuk dalam formulasi hukum Islam, untuk itu penyusun melihat

1 Ratno Lukito, Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia, (Jakarta: INIS,
1998), him 86.

2 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia Serta Pembaharuan Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), him 416.
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bagaimana kedudukan atau posisi ahli waris pengganti menurut para hakim

yang berhak melakukan ijtihad.

Berikutnya dalam karya Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan di
Indonesia, beliau sedikit menjelaskan mengenai ahli waris pengganti dan
tidak mengaitkannya dengan apa yang ada dalam Pasal 185 KHI,*® sedangkan
yang penyusun teliti bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dilihat dari

Pasal 185 KHI menurut penafsiran hakim Pengadilan Agama.

Di dalam buku yang berjudul Problematika Hukum Kewarisan Islam
Kontemporer di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, di
dalam sub babnya memuat tulisan Syahrizzal Abbas yang membahas
mengenai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum di Indonesia (Suatu
Analisis Filsafat), dalam tulisannya ia menjelaskan mengenai bagaimana
pandangan filsafat mengenai ahli waris pengganti menurut figh, KHI, Praktik
dalam Pengadilan, dan Praktik dalam masyarakat."* Perbedaannya dengan
yang penyusun lakukan yaitu penyusun hanya membahas mengenai
bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama dalam menafsiran Pasal 185

KHI.

3 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), him. 72.

4 Kementrian Agama RI, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di
Indonesia. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian
Agama RI, 2012), him 231.
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Pembahasan mengenai ahli waris pengganti juga dijelaskan dalam
karya M. Idris Ramulya Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam
dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
dalam penjelasannya beliau membandingkan bagaimana ahli waris pengganti
dalam hukum Islam dengan yang terdapat dalam Undang-undang Hukum
Perdata.”® Perbedaannya dengan yang penyusun teliti, penyusun tidak
membandingkan ahli waris pengganti dalam sistem hukum tertentu melainkan

hanya menjelaskan pendapat hakim dalam memahami Pasal 185 KHI.

Selain itu pembahasan mengenai ahli waris pengganti juga telah
dibahas dalam skripsi yang berjudul “Studi Kritis terhadap Pasal 185 KHI
tentang Ahli Waris Pengganti” yang ditulis oleh Luluk Khumaidah,
membahas bagaimana latar belakang dan dasar dari adanya Pasal 185 KHI ini
dan siapa saja dan berapa bagian dari ahli waris pengganti.'® Perbedaannya
dengan yang penyusun teliti yaitu tulisan ini membahas pendapat hakim
Pengadilan Agama khususnya Sleman dan Wonosari mengenai kedudukan

ahli waris pengganti dan juga bagiannya.

> M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan
Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). (Jakarta: Sinar Grafika,
1994), him 123.

® Luluk Khumaidah, “Studi Kritis terhadap Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris
Pengganti”, (Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005)
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Berdasarkan telaah pustaka di atas, belum ada penelitian yang
membahas pendapat hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan
Agama Wonosari berkaitan dengan ahli waris pengganti dalam Pasal 185
KHI. Maka dengan ini penulis mencoba untuk menganalisa dengan sudut

pandang tersebut.

. Kerangka Teoritik

Hukum Islam dituntut memiliki fleksibilitas yang memadai agar ia
tidak kehilangan daya jangkaunya, baik dalam fungsinya sebagai social
control maupun dalam batas-batas tertentu sebagai social engineering.
Diskursus demikian dalam pembaharuan hukum Islam merupakan kata kunci
yang tidak bisa dilepaskan dari tuntutan historis sebuah komunitas Islam agar
tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi arah dan bimbingan

bagi masyarakat pemeluknya.’

Seseorang yang telah mengaku sebagai seorang muslim ataupun
muslimah, maka ia harus tunduk pada aturan-aturan yang ada dalam hukum
Islam karena ia telah terikat dalam suatu perjanjian hukum untuk mengikuti
hukum yang diatur dalam agamanya. Aturan ini jelas diatur dalam firman

Allah:

Y7 Ahmad Rafig, Hukum Islam di Indonesia serta Pembaharuan Hukum Islam di
Indonesia, him.1-2.
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Dari penjelasan ayat di atas apabila dilihat dalam ranah filsafat ilmu
hukum Islam, terdapat prinsip ketuhanan (al-tauhid) prinsip ini mengharuskan
bagi setiap muslim tunduk dan patuh kepada perintah Allah yang telah

difirmankan dalam al-Qur’an dan dalam Sunnah Rasul.*®

Berdasarkan teori receptie exit yang dikemukakan oleh Hazairin yaitu
hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan tidak dipengaruhi oleh hukum
lainnya dan Hukum Islam sendiri sudah mewarnai Hukum Nasional sejak
masa kemerdekaan, alasan yang dikemukakan Hazairin berdasarkan
pembukaan UUD 1945 dan dalam alinea IV Pembukaaan UUD 1945. Teori
ini merupakan pertentangan terhadap teori sebelumnya yang dikemukakan
oleh Snouck Hugronje dan juga C. Van Vollenhoven mengenai teori receptie

atau yang disebut juga dengan teori iblis.?

Ahli waris pengganti merupakan suatu konsep hukum kewarisan adat,
yang juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

yang tidak membedakan penerimaan anak laki-laki dan perempuan. Dalam

8 Ar-Ra’d (13): 30.

9 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kementrian Agama, 2011), him. 21.

2 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengadilan Agama dan Masalahnya,
(Bandung: Rosdakarya, 1991), him. 74.
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata ahli waris pengganti (representasi atau
bij-plaatsvervulling) dibagi menjadi tiga macam, yaitu penggantian dalam
garis ke bawah, hal ini dapat terjadi dengan tidak ada batasnya. Tiap anak
yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya,
begitu pula jika dari pengganti-pengganti itu ada salah satu yang meninggal
dunia lebih dahulu lagi, ia juga digantikan oleh anak-anaknya dan begitu
seterusnya. Kemudian penggantian garis ke samping, di mana tiap-tiap
saudara orang yang meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri,
jika meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya. Berikutnya
penggantian dalam gari ke samping menyimpang, yaitu kakek dan nenek baik
dari pihak ayah maupun dari ibu maka harta warisan diwarisi oleh golongan
keempat, yaitu paman sebelah ayah dan paman sebelah ibu. Pewarisan ini

dapat digantikan keturunan seterusnya.”*

Kaitannya dengan ahli waris pengganti yang terdapat dalam Pasal 185
Kompilasi hukum Islam, teori receptie exit akan digunakan untuk melihat
kesesuaian antara hukum Islam dengan hukum Adat yang terdapat dalam
Pasal 185 KHI,untuk menentukan siapa saja ahli waris pengganti yang berhak
menerima bagian harta waris sebagai pengganti dari ahli waris yang
meninggal terlebih dahulu. Apabila konsep kewarisan hukum Adat mengenai

ahli waris pengganti yang berhak mendapatkan bagian harta peninggalan yaitu

2! |dris Ramulyo Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Edisi Revisi. him.103-104.
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ke bawah dan seterusnya, ke samping, dan ke samping menyimpang dapat
diterima dalam hukum Islam maka berdasarkan teori receptie exit dapat

diketahui siapa yang dimaksud sabagi pengganti menurut Pasal 185 KHI.

Ahli waris pengganti dalam hukum Adat merupakan orang-orang yang
hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi ahli waris telah
meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris. Apabila ahli waris itu masih
hidup maka tidak diperhitungkan adanya ahli waris pengganti. Bagi ahli waris
pengganti mengambil bagian harta waris yang seharusnya menjadi hak orang
yang digantikan, kedudukan ahli waris pengganti tidak dapat mewarisi karena
dirinya sendiri, karena dia mengambil alih hak harta warisan yang harusnya

diterima oleh orang yang menghubungkannya dengan pewaris.

Kaitannya dengan praktek masyarakat adat yang banyak diterapkan di
Indonesia maka dapat digunakan kaidah usul bahwasannya kebiasaan itu
dapat menjadi hukum apabila tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam,

sesuai dengan kaidah:

Y daSaa Balall

Para fugaha mengartikan ‘urf sebagai sesuatu yang dikenal oleh
manusia dan berlaku padanya, baik perkataan, perbuatan ataupun

meninggalkan sesuatu, dan ini juga dinamakan adat. Suatu kejadian dalam

22 Mu’in Umar., Ushul Figh Il (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), him. 209.
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masyarakat apabila telah dikategorikan sebagai adat maka dapat dijadikan
sebagai sumber hukum, apabila tidak bertentangan dengan nas dan jiwa
syari’at.”® Begitu pula dengan adanya ahli waris pengganti dalam Pasal 185
KHI, kaitannya dengan teori ‘urf bahwa konsep ahli waris pengganti dapat
masuk dalam sistem Hukum Islam di Indonesia yaitu melalui Kompilasi
Hukum Islam dengan menjadikan landasan hukum adat yang berlaku dalam
masyarakat Indonesia mengenai ahli waris pengganti dianggap tidak
menyalahi ketentuan syara’ dan jiwa Syari’at sebagaimana tersebut dalam
teori ‘urf tersebut. Oleh karena itu teori ‘urf ini akan digunakan untuk
membahas lebih lanjut terkait siapa saja ahli waris pengganti yang dimaksud
dalam sistem hukum Islam di Indonesiayang terdapat dalam Pasal 185 KHI,
dan apakah keseluruhan ketentuan ahli waris pengganti dalam hukum Adat

dapat diterima dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

Begitu pula mengenai asas-asas yang tercantum dalam ruh hukum
kewarisan Islam adalah adanya asas keadilan, kepastian hukum dan juga
kemanfaatan bagi semua ahli waris. Dari ketiga asas itu diharapkan bagian
yang diterima oleh ahli waris dapat adil sesuai hak dan kewajiban yang
dipikulnya, dan para ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan
mendapatkan kepastian dalam aturan hukum khususnya yang terdapat dalam

KHI sehingga aturan ini mendatangkan sebuah kemanfaatan. Oleh sebab itu

2 ibid., him. 209-210
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untuk melihat berapa bagian yang dapat diperoleh ahli waris pengganti seperti
yang tercantum dalam ayat (2) Pasal 185 KHI akan ditinjau dengan

menggunakan salah satu yaitu asas keadilan.

Pasal yang membahas ahli waris pengganti terdapat dalam Pasal 185

Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka tersebut
dalam Pasal 173.

2. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli
waris yang sederajat dengan yang diganti.

Kemudian untuk mengetahui sejauhmana para hakim menggunakan

wewenangnya dalam melakukan ijtihad dalam menafsirkan siapa ahli waris

yang terdapat dalam Pasal 185 KHI dan juga bagiannya maka akan digunakan

Hadis Nabi SAW sebagai berikut:

ASIa) oS 13 JU s g 4dle i) Lom ) J as ) qeans 431 alall (3 5 yee e
" ya) ali Uadl) 25 agiale aSa 1315 () jal ald Clial &3 agiald

Dari Hadis di atas menerangkan bahwa apabila seorang hakim yang

diberi wewenang untuk membuat suatu hukum yang tidak terdapat dalam al-
Qur’an maupun Hadis kemudian ijtihadnya benar maka dua pahala baginya
dan apabila ia berijtihad kemudian salah maka ia akan tetap mendapatkan satu

pahala.

2 Abu Abdullah Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Islamiyyah,
2009), 111 522.
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Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dan bagiannya
yang terdapat dalam Pasal 185 KHI, maka akan digunakan teori receptie exit
untuk menganalisa sejauhmana hukum Adat dapat diterima dalam hukum
Islam khususnya mengenai ahli waris pengganti, teori ‘urf digunakan untuk
mengetahui siapa ahli waris yang dimaksud dalam Pasal 185 KHI menurut
para hakim dan sejauh mana hukum Adat mempengaruhi aturan dalam hukum
Islam mengenai penetapan siapa yang dimaksud sebagai ahli waris pengganti
dan juga menggunakan prinsip keadilan untuk menganalisa pendapat hakim
dalam menetapkan bagian ahli waris pengganti terhadap pasal 185 KHI

tersebut.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu
penelitian dengan mengambil sumber data dari para Hakim di Pengadilan
Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari yaitu pendapat para
hakim pada dua Pengadilan Agama sebagai data primer. Selanjutnya data
tersebut akan dideskripsikan, dan dianalisis dari pendapat-pendapat

tersebut.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian untuk
menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui
pengumpulan, penyusunan, penganalisaan data kemudian dijelaskan. Data
yang diperoleh melalui wawancara dengan para hakim di Pengadilan

Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari kemudian disusun dan

dianalisis berdasarkan teori yang akan digunakan.

3. Data yang dikumpulkan

a. Data Primer yaitu semua data dari hasil wawancara tentang pendapat
para hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama
Wonosari.

b. Data sekunder yaitu buku, dokumen atau data yang berkaitan dengan
ahli waris pengganti dalam pandangan ulama, tokoh pemikir maupun
aturan Perundang-undangan dalam bentuk buku-buku, KHI, pendapat
tokoh dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah para hakim yang berada di

Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari. Jumlah

keseluruhan hakim yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Sleman

berjumlah 10 orang hakim, dan jumlah hakim di lingkungan Pengadilan

Agama Wonosari berjumlah 8 orang hakim. Tidak semua hakim dijadikan

sebagai sumber data, tetapi hanya sebagian saja diantara para hakim yang
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diteliti. Pengambilan sampel dengan cara purposive sampling, Yyaitu
menentukan sampel pada 5 orang hakim di setiap Pengadilan Agama
dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya
jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada
tujuan penelitian.*® Moleong mendeskripsikan wawancara adalah
percakapan dengan maksud tertentu Percakapan itu dilakukan oleh dua
pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.?
Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini, wawancara dilakukan
dengan para Hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama
Wonosari yang dijadikan sampel agar wawancara terarah, disiapkan
terlebih dahulu pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan dengan siapa ahli

waris pengganti dalam KHI dan berapa bagiannya.

% Sutrisno, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset,1989), him 4.

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT. Remaja
Rosdakarya, 2007), him. 186.
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b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data melalui
pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek yang
diteliti.?” Dokumen yang dimaksud adalah bahan tertulis mengenai hal-hal
atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, agenda, arsip-arsip dan sebagainya.”® Dokumen
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan dokumen
lain yang membahas mengenai ahli waris pengganti.
6. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif-yuridis. Pendekatan normatif, yaitu untuk menganalisa data
dengan menggunakan pendekatan melalui dalil-dalil nas maupun kaidah
yang menjadi pedoman dalam masalah ahli waris pengganti. Pendekatan
yuridis yaitu pendekatan untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli

waris pengganti dalam KHI dan KUHPerdata.

27 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2002), him 188.

2 1pid., him. 216-219.
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7. Analisis Data
Data yang diperoleh berupa data primer maupun data sekunder
dianalisis secara kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif dan
induktif dengan menerapkan dalil dan teori untuk memecahkan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat tersusun dengan
sistematis, efektif dan kronologis, maka pembahasan dalam skripsi ini dapat
dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab dengan perincian

sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan skripsi yang menguraikan ke
arah mana orientasi yang diinginkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
Secara umum terbagi ke dalam tujuh bagian yaitu latar belakang masalah,
pokok permasalahan yang dibahas, tujuan dan kegunaan dari penulisan skripsi
ini, telaah pustaka, kerangka teoritik yang digunakan dalam penyusunan
skripsi sebagai landasan berfikir yang didasarkan pada teori-teori yang
mendukung masalah, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika

pembahasan agar pembahasan lebih terarah.

Bab kedua, menyajikan ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan
Isim dan KHI. Dalam bab ini dijelaskan mengenaipendapat para Ulama’

tentang ahli waris dan ahli waris pengganti, sejarah pembentukan KHI, dasar
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pembentukannya, fungsi dan tujuan dari Kompilasi Hukum Islam, dan ahli
waris pengganti dalam KHI. Sehingga dari penjelasan bab dua dapat diketahui
kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam tatanan hukum masyarakat Islam

di Indonesia.

Bab ketiga, menyajikan pendapat para hakim di Pengadilan Agama
Sleman dan Wonosari tentang ahli waris pengganti dan bagiannya dalam KHI.
Dalam bab ini diuraikan kewenangan Pengadilan Agama dan gambaran umum
Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari, menjelaskan
bagaimana pendapat hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan

Agama Wonosari terhadap kedudukan ahli waris pengganti dan bagiannya.

Bab keempat, menyajikan analisis normatif yuridis data pada bab ini,
mengenai pendapat para Hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan
Agama Wonosari dalam menjelaskan siapa saja yang mendapatkan bagian
ahli waris pengganti dan berapa bagiannya menurut Pasal 185 Kompilasi

Hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan
berdasarkan pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan pada rumusan

masalah dan memuat saran-saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari beberapa pembahasan mengenai pendapat hakim Pengadilan

Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari dapat disimpulkan bahwa:

1. Penafsiran para hakim mengenai Pasal 185 KHI ayat (1) tentang
siapa saja yang dimaksud sebagai ahli waris pengganti hanya
sebatas cucu berderajat kesatu tidak seperti dalam hukum adat dan
B.W vyang dapat menurun seterusnya ke bawah ataupun
menyamping. Alasan para hakim dalam menfsirkan cucu hanya
terbatas pada cucu derajat kesatu berdasarkan pada asas keadilan
dan juga kemashlahatan ahli waris, karena derajat cucu tidak
seimbang dibandingkan dengan ahli waris yang sederajat dengan
yang digantikan apabila berlaku pada keturunan seterusnya.

2. Mengenai bagian yang dapat diterima oleh ahli waris pengganti
berdasarkan Pasal 185 KHI ayat (2) yang masih sifatnya umum
ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bagian ahli waris
pengganti adalah sama dengan ahli waris yang sederajat dengan
orang yang digantikan dengan alasan tidak melanggar ketentuan

hukum materiil dan juga berlandaskan asas keadilan. Pendapat ini
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dikemukakan oleh 5 hakim di Pengadilan Agama Sleman dan 4
hakim di Pengadilan Agama Wonosari yang menjadi sumber data.
Kemudian pendapat yang berikutnya adalah pendapat seorang
hakim di Pengadilan Agama Wonosari yang menjadi sumber data,
bahwa bagian yang diterima adalah lebih sedikit dari ahli waris
yang sederajat alasannya karena ahli waris pengganti telah
menerima bagian dari ayahnya dan juga bagian dari kakeknya
berdasarkan kemaslahatan ahli waris pengganti yang asalnya tidak
mendapatkan bagian menjadi mendapatkan bagian. Untuk itu
kehadiran pengganti tidak dapat melebihi bagian ahli waris yang
sederajat meskipun posisinya menggantikan bagian ayah yang
mendapatkan dua bagian lebih besar dari saudara perempuan ayah.
. Meskipun pendapat hakim banyak yang menyinggung bagian ahli
waris dapat dilihat berdasarkan perkasus akan tetapi para hakim
tidak ada yang keluar dari ketentuan hukum materiil untuk
memberikan bagian yang sama seperti yang diterima ahli waris
yang telah meninggal. Namun ijtihad para hakim tidak menyalahi
aturan hukum Islam karena didasarkan pada kemashlahatan dan

keadilan berdasarkan keadaan suatu kasus.
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B. Saran
Kompilasi Hukum Islam telah lama menjadi rujukan atau pedoman
bagi hakim Pengadilan Agama, masih terdapat Pasal-pasal yang sifatnya
kontradiksi dan kabur untuk itu saran penulis Kompilasi Hukum Islam harus
disempurnakan lagi dan dijadikan sumber hukum materiil berupa Undang-

undang tidak lagi hanya dipayungi hukum oleh Inpres.
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LAMPIRAN TERJIEMAHAN

Halaman

Nomor
Footnote

Terjemahan

BAB |

3

Pelajarilah  kalian semua ilmu faraid dan
ajarkanlah karena sesungguhnya ilmu ini adalah
setengah dari ilmu dan ilmu yang akan diangkat
paling awal dari umatku.

ltulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa
taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan
dimasukkannya ke dalam surga-surga Yyang
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka
kelak di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang
agung.

Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-
Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya,
niscaya Allah memasukkannya ke dalam api
neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan
mendapat azab yang menghinakan.

19

1A

Demikianlah, kami telah mengutus engkau
(Muhammad) kepada suatu umat yang sungguh
sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar
engkau bacakan kepada mereka (Al-Qur’an) yang
kami wahyukan kepadamu, padahal mereka
ingkar kepada Tuhan Yang Maha Pengasih.
Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada tuhan selain
Dia; hanya kepada-Nya aku bertobat.

21

22

Suatu kebiasaan dapat dijadikan sebuah hukum

23

24

Dari ‘Umar bin ‘al-‘assesungguhnya
mendengarkan Rasulullah saw bersabda: jika
seorang hakim menetapkan hukum dan ijtihadnya
benar maka mendapatkan dua pahala, dan jika
ketika ijtiadnya salah maka mendapatkan satu
pahala.

BAB 11

44

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan
perempuan) kami telah menetapkan para ahli
waris atas apa yang ditinggalkan oleh keduanya
orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-
orang yang kamu telah bersumpah setia dengan
mereka, maka berikanlah kepada mereka
bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan
segala sesuatu.




BAB Il

70

12

Kerena itu bulatkanlah  keputusanmu dan
kumpulkanlah sekutu-sekutumu

71

13

Sungguh Allah  menyuruhmu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia hendaknya kamu menetapknnya dengan
adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi
pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha
Mendengar Maha Melihat.

10

72

16

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan
perempuan) kami telah menetapkan para ahli
waris atas apa yang ditinggalkan oleh keduanya
orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-
orang yang kamu telah bersumpah setia dengan
mereka, maka berikanlah kepada mereka
bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan
segala sesuatu.

11

76

21

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah
dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri
(pemegang  kekuasaan) di antara  kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-
Qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian
itu, lebih utama (bagimu) dan lebih bai akibatnya.

12

84

30

Dan untuk masing-masing (laki-laki  dan
perempuan) kami telah menetapkan para ahli
waris atas apa yang ditinggalkan oleh keduanya
orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-
orang yang kamu telah bersumpah setia dengan
mereka, maka berikanlah kepada mereka
bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan
segala sesuatu.

13

85

56

Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada
Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena
karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah
kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja
(di antara kamu)

BAB IV

13

89

Berubahnya suatu hukum berdasarkan waktu,
tempat, dan keadaan.

14

90

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan
perempuan) kami telah menetapkan para ahli
waris atas apa yang ditinggalkan oleh keduanya
orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-




orang yang kamu telah bersumpah setia dengan
mereka, maka berikanlah kepada mereka
bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan
segala sesuatu.

15 92 6 Suatu kebiasaan dapat dijadikan hukum.

16 92 7 Dan Perintahkan suatu kebaikan dan cegahlah
kebodohan

18 95 10 Allah mensyaria’tkan (mewajibkan) kepadamu
tentang (pembagian warisan untuk anak-anakmu,
yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan
bagian dua anak perempuan.

19 98 14 Dari ‘Umar bin ‘al-‘assesungguhnya

mendengarkan Rasulullah saw bersabda: jika
seorang hakim menetapkan hukum dan ijtihadnya
benar maka mendapatkan dua pahala, dan jika
ketika ijtiadnya salah maka mendapatkan satu
pahala.




1.

BIOGRAFI ULAMA

Imam Asy-Syafi’i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin
Usman bin Syafi’i bin Syaib bin Hasyim Al-Muthalib bin Abu Manaf bin
Qusay. Beliau dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 15 H. Beliau pada
masa kecilnya dikenal sebagai anak yang sudah mampu menghafal al-
Qur’an dan hadis. Beliau pernah belajar di Irak yaitu kepada M. Al-Hasan
beberapa tahun kemudian, beliau pindah ke kota Madinah dan berguru
pada Imam Malik serta banyak guru-gurunya yang lain. Murid-murid
beliau di antaranya adalah Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar bin Abi
Humaidi, lbrohim bin Muhammad Al-Abbas As-Sabban Az-Zafarony.
Karna yang paling monumental adalah kitab Ar-Risalah dan Al-Umm.
Beliau berhasil menjebatani Al-Qur’an dan Al-Hadis, di samping itu beliau
juga telah berhasil menetapkan kaidah hukum Islam. Hal ini maka beliau
dijuluki sebagai Bapak Ushul Figh.

Imam Malik

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Annas lbnu
Malik bin Amir ibn al-Harits al-Asbahi al-Madany. Beliau dilahirkan di
kota Madinah pada tahun 93 H dan meninggal pada tahun 179 H. Beliau
sejak kecil telah berguru banyak pada para ulama di Madinah. Beliau
berguru dengan 900 guru, 300 di antaranya adalah dari golongan tabiin
dan 600 lainnya dari kalangan Tabin at-Tabii. Guru beliau yang terkemuka
di antaranya adalah Robiah ar-Royu bin Abi Abdurrahman Furuh al-
Madany, Ibnu Hurmus Abu Bakar bin Yazid, lIbnu Syihab az-Zuhri, Nafi
ibn Surajis, Jafar Sodiq bin Muhammad ibn al-Husaini ibn Abi tholib al-
madany dan lain-lainnya. Karya-karya beliau di antaranya adalah al-
Muwatta, Kitab al-Aqgadiyyah, kitab tafsir lil al-Gharib al-Qur’an, Ahkam
al-Qur’an al-Mudawannah al-Kubra dan sebagainya.
Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin
Hilal bin Urd bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Annas
bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban. Beliau dilahirkan di kota Bagdad
pada tahun 164 H/780 M. Beliau pada masa kecil lebih menyukai al-
Qur’an dan bahasa akan tetapi setelah dewasa lebih bersemangat
mempelajari hadis. Beliau usaha mempelajari dan mencari hadis dimana-
mana dengan berpindah-pindah dari satu guru ke guru lainnya. Guru-guru
tersebut ialah Ali yusuf yaqub bin Ibrahim al-Qadi Hisyam al-Rusyaib,
Amar bin Abdillah, Abdul al-Rahman bin Mahdi, Abu bakar bin gais dan
al-Safi’i. Murid-murid Imam Hanbal adalah al-Bukhori, Muslim, Abu
dawud dan Abu zahrah. Karya-karya yang monumental adalah kitab
musnad yang memuat 30.3000 hadis, al-Tafsir yang memuat 120.000



hadis, al-Manasik al-Kabir dan al-Manasik as-Saghir serta kitab-kitab
lainnya.
Imam Hanafi

Dinamakan Hanafi, karena pendirinya Imam Abu Hanifah An-
Nu’man bin Tsabit. Beliau lahir pada tahun 80 H di Kufah dan wafat pada
tahun 150 H. Madzhab ini dikenal madzhab Ahli Qiyas (akal) karena
hadits yang sampai ke Irak sedikit, sehingga beliau banyak
mempergunakan Qiyas. Beliau termasuk ulama yang cerdas, pengasih dan
ahli tahajud dab fasih membaca al-Qur’an. Beliau ditawari untuk menjadi
hakim pada zaman bani Umayyah yang terakhir, tetapi beliau menolak.
Madzhab ini berkembang karena menjadi madzhab pemerintah pada saat
Khalifah harun Al-Rasyid. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja’far
Al-Manshur beliau diminta kembali untuk menjadi hakim tetapi beliau
menolak, dan memilih hidup berdagang, madzhab ini lahir di Kufah.

. Az-Zamakhsyari

Abu al Qasim Mahmud bin Muhammad bin umar bin Muhammad
bin Umar al Khawarizmi az-Zamakhsyari lahir di Zamakhsyari pada
tanggal 27 Rajab 467 H. Az-Zamakhsyari termasuk ulama yang cukup
produktif dalam menghasilkan karya tulisan. Ini terlihat dari banyaknya
krya yang telah beliau hasilkan, diantaranya: al Mufrad wa al Muallaf fi al
nahwi, an Namuzaj fi al Nahwi, al-Mustasga Fi Amtsal al-Fighiyyah, al-
Faig fi Tafsir al Hadis, dan sebagainya. Dari sekian banyak karyanya,
tafsir al-Kasyaf adalah karyanya yang sangat monumental.

Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yazid bin Majah al-
Qazwani. Namun dia dikenal dengan lIbnu Majah. Qazwani adalah nisbah
kepada salah satu kota yang terkenal dikawasan Iraq. Adapun di antara
hasil karyanya yang sampai ke kita adalah :

1. Kitab as-Sunan.

2. Tafsir al-Qur’an al-Karim.

3. Kitab at-Tarikh yang berisi swejarah mulai dari masa sahabt sampai
masanya.

. At-Tabari

Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jari At-
Tabari, beliau lebih dikenal dengan nama at-Tabari atau lbnu Jarir at-
Tabari, beliau seorang sejarahwan dan ahli tafsir terkemuka kelahiran kota
Amul, Tabaristan (di Iran) pada tahun 225 Hijriyah atau 839 sesudah
Masehi. Kota Amul tersebut merupakan tempat berkembangnya
kebudayaan Islam, namun ia lebih banyak menghabiskan waktunya di kota
Baghdad. Kitab tafsirnya yang paling terkenal adalah kitab Jami' al-Bayan



Fi tafsir al-Qur'an atau lebih di kenal dengan nama kitab Tafsir at-Tabari.
Kitab itu berorientasi pada permasalahan tafsir hukum (figih), karena ia
juga terkenal sebagai seorang fugaha lewat karyanya Iktilaf al-Fugaha'
(perbedaan pendapat para ulama).

. Al-Jassas

Al-Jashshash nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad bin ‘Ali
al-Razi. Namanya yang lebih populer adalah ‘“Al-Jashshash”, yang
dinisbahkan kepada profesinya sebagai Al-Jashsh. la merupakan salah
seorang pemuka mazhab Hanafi pada masanya, yang lahir di Baghdad
pada tahun 305 H dan wafat pada tanggal 7 Dzulhijjah 370 H. la Belajar
figh di bawah bimbingan Abu Sahal az-Zujaj dan Abu al-Hasan al-
Karakhi, serta meriwayatkan hadis dari Abdul Baqi bin Qani’. Kemudian,
atas saran gurunya, al-Karakhi, ia merantau ke Naisabur berguru kepada
Hakim an-Naisaburi lalu kembali ke Baghdad pada tahun 344 H. Mulai
saat itu, ia menetap dan mengajar di Irak. Suatu ketika ia ditawari menjadi
Qadhi, namun ia menolak. Kegiatannya dalam pendidikan memberikan
hasil nyata. Berkat bimbingannya, lahir pakar-pakar figh antara lain
Muhammad Yahya al-Jurjani dan Abu Hasan az-Za’farani.Al-Manshur
Billah memasukkannya ke dalam golongan Mu’tazilah, sebagaimana
banyak terlihat dalam penjelasan tafsirnya.

Karyanya yang paling penting adalah tafsir Ahkam al-Qur’an.
Selain itu, beliau juga melahirkan beberapa karya, antara lain :

1. Syarh Mukhtashar al-Karakhi

2. Syarh Mukhtashar at-Thahawi

3. Syarh al-Jami’ li Muhammad ibn al-Hasan

4. Syarh al-Asma’ al-Husna

5. Adab al-Qadha

6. Ushul Figh (dituangkan dalam mugaddimah tafsirnya).

. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 — Wafat di Jakarta, 9
Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu figh dan usul figh,
tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja
Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su’ud, adalah seorang ulama
terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah).
Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja
Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika
itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar



ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. la sebagai generasi ke-
37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang
namanya.
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